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BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
- NOMOR 49 TAHUN 20.¢

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah
. Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
= dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
- i telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
8 Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
' Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
- Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
) Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/alikota

'l- menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
L‘i b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
: dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

- Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
L ' Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

(Lembaran Negara Tahun 2014 N
Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23
Pemerintabhan Daerah (Lembaran Ne

telah beberapa kali diubah terakhir de
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaha
Undang Ncmor 23 Tahun 2014 tentan g Perr
(Lembaran Negara Tahun j’_ 015 sioﬁ@@“‘
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scbagaiman
Kepala Kp
Desa.

a

o qocen Dana Desa yang tidak disalurkan

PN sop-oud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada
eiu KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

(6) Dana D :
€Sa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) ¢
tid : x
anggaran beri)kum?,: dapat disalurkan kembali pada tahun

(7) Rek : _

disa(;g; lelf:lam Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

dalam halafl aleh aparat pengawas fungsional di daerah

penyalu erdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan
ran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Eiesill;ner}ﬁa& sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
S p;!ul al? kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala
S €laku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

cbelum  batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

(1) E:lpatl menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
dalain Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
kurang dari atau sama dengan 30%; dan
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c
berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,
Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi

sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK I’isik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukar} kepada Kepala Desa _ yang
bersangkutan  mengenal Dana Desa yang dlqua
penyaluranr\.ya sebagaimana dimaksud pada ayat §2) paling
lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan
agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun
anggaran berikutnya.

Tl anggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD

) B%za:jn?anagdimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD

:aehui langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan

peraturen perundang-undangas:

sa telah memenuhi pcrs;_raratan penyaluran

(6) Dalalrn hafmi;gu pertama bulan Juni tahun anggaran
scb‘e uir b oy menyampaikan permintaan penygluran sisa
berjalan, BUPS 11 yang belum disalurkan dari RRUN ke
Daga 265;1& Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisilg

§KU%a;1; Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni
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